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•	 Niat pemerintah untuk menciptakan ekosistem 

e-commerce yang adil bagi UMKM dengan cara 

membatasi impor melalui e-commerce belum 

berhasil mencapai tujuan awalnya. Sejauh ini 

dampak positif yang ditimbulkan dari kebijakan ini 

masih belum jelas, sedangkan dampak negatifnya 

sudah terlihat dengan terbatasnya akses beberapa 

UMKM terhadap pasokan dari luar negeri.

•	 Pemerintah sebaiknya lebih fokus pada 

penghapusan praktik persaingan tidak sehat 

daripada menutup jalur resmi bagi UMKM 

untuk berpartisipasi dalam e-commerce lintas 

negara. Dalam lingkungan bisnis yang adil, 

keberhasilan UMKM dalam memanfaatkan 

peluang perdagangan, baik domestik maupun 

internasional, akan sangat bergantung pada 

tingkat daya saing yang mereka miliki.

•	 Pemerintah perlu menampilkan bukti-

bukti adanya praktik predatory pricing, serta 

mengidentifikasi dari mana sumbernya guna 

memastikan persaingan dagang yang adil. Jika 

predatory pricing ini ditemukan pada barang-

barang yang masuk ke Indonesia tanpa melalui 

e-commerce lintas negara, solusinya bukanlah 

dengan menutup jalur impor lintas negara.

•	 Agar UMKM dapat menurunkan biaya operasional 

bisnisnya, penting untuk mendorong ekosistem 

perdagangan yang lebih terbuka dan menjadikan 

biaya logistik lebih efisien. Hal tersebut akan 

membantu UMKM mendapatkan pasokan, 

termasuk bahan mentah dan setengah jadi untuk 

produksi, dengan harga yang lebih terjangkau.

•	 Pengajuan sertifikasi produk perlu dipermudah 

dengan prosedur yang lebih transparan   dan efisien 

oleh MUI, BPOM, dan BSN, serta memastikan bahwa 

biaya dan waktu yang diperlukan untuk proses 

sertifikasi sesuai dengan ketentuan regulasi.

•	 Akses permodalan UMKM masih perlu ditingkatkan 

dengan memfokuskan program Kredit Usaha 

Rakyat (KUR), Pinjaman peer-to-peer (P2P), dan 

modal ventura untuk membiayai UMKM naik kelas. 

Program-program ini juga sebaiknya dilengkapi 

dengan penerapan Innovative Credit Scoring (ICS) 

untuk penilaian kredit yang lebih baik bagi UMKM.

•	 Institusi pendidikan dan industri perlu berkolaborasi 

untuk memastikan UMKM memperoleh akses yang 

lebih baik terhadap talenta digital. Disaat yang 

sama, pemerintah juga perlu bekerja sama dengan 

pemangku kepentingan lainnya untuk menyediakan 

materi pelatihan yang dapat diakses oleh publik.
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Efektivitas Kebijakan Hambatan Impor
Melalui E-commerce 
Pada September 2023, Menteri Perdagangan Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan 
(Permendag) No. 31/2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha 
dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Permendag No. 31/2023). Peraturan ini melarang perusahaan 
e-commerce untuk memfasilitasi impor produk jadi dengan nilai FOB hingga USD 100 per unit (Pasal 19, ayat 2). 
Ketentuan ini dikecualikan untuk 23 kode HS (Harmonized System) barang yang masuk dalam daftar positif pada 
Keputusan Menteri Perdagangan No. 1998/2023. Produk-produk yang dikecualikan tersebut meliputi kategori 
buku (9 Kode HS), film (5 Kode HS), perangkat lunak (5 Kode HS), dan musik (4 Kode HS) (Keputusan Menteri 
Perdagangan No. 1998/2023).

Melalui Permendag No. 31/2023, pemerintah ingin menciptakan ekosistem e-commerce yang adil dan sehat, 
serta memberdayakan UMKM di Indonesia (Kementerian Perdagangan, 2023). Pemerintah mengidentifikasi 
impor melalui e-commerce sebagai salah satu penyebab munculnya praktik predatory pricing yang berpotensi 
mengancam keberlangsungan UMKM di Indonesia (Bea Cukai Indonesia, 2023). Sebagian besar impor melalui 
e-commerce ini berasal dari Tiongkok (46%), Amerika Serikat (10%), dan Singapura (9%) (Statista, 2023), yang 
diimpor oleh konsumen (B2C) untuk konsumsi pribadi maupun oleh reseller (B2B) untuk dijual kembali. Oleh 
karena itu, pemerintah berharap pembatasan impor ini dapat mendorong konsumen dan reseller untuk beralih ke 
produk-produk dalam negeri, yang pada akhirnya akan mendukung kelangsungan UMKM lokal. 

Sayangnya, klaim pemerintah bahwa impor e-commerce lintas negara mengancam UMKM Indonesia tampaknya 
bertentangan dengan data yang ada. Pada tahun 2020, transaksi lintas negara (baik impor maupun ekspor) di 
e-commerce Indonesia hanya menyumbang 23% dari total transaksi e-commerce (PPRO, 2024). Persentase ini 
tergolong kecil jika dibandingkan dengan rata-rata di enam negara ASEAN yang mencapai 33% dan rata-rata 
negara Asia sebesar 25,57%. Proporsi transaksi lintas negara ini juga terus menurun setelah 2020, terbukti dari 
penurunan devisa impor barang kiriman yang turun sebesar 15% pada periode 2020-2022 ditengah lonjakan 
transaksi e-commerce domestik yang naik lebih dari 20% di periode yang sama (Septiani, 2024; Google, Temasek, 
& Bain, 2022). Data-data ini kemudian memunculkan pertanyaan krusial: apakah impor melalui e-commerce 
benar-benar menjadi ancaman utama bagi kelangsungan UMKM di Indonesia?

Gambar 1.
% transaksi lintas negara dari total transaksi e-commerce pada tahun 2020
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Sejumlah UMKM dan perusahaan e-commerce asing telah merasakan dampak negatif sejak pemberlakuan 
pembatasan impor tersebut. Ali Express, perusahaan e-commerce besar asal Tiongkok, berhenti beroperasi di 
Indonesia hanya satu bulan sejak peraturan tersebut diberlakukan (Izzul, 2024). Selain itu, para reseller yang 
bergantung pada pasokan impor juga terkena dampak negatif dari peraturan tersebut. Sebagai contoh, PT. Sinergi 
Karya Kharisma, dalam gugatan terhadap Kementerian Perdagangan, menyatakan bahwa barang-barang impor 
melalui e-commerce selama ini mencakup bahan baku yang mendukung kegiatan bisnis UMKM, seperti bahan 
untuk membuat boneka, aksesoris untuk produksi tas, dan peralatan kecantikan untuk salon seperti bulu mata 
palsu, kuku palsu, dan sambung rambut (Mahkamah Agung Indonesia, 2023). Karena itu, penutupan jalur impor 
e-commerce akan mengancam keberlangsungan sebagian UMKM tersebut.

Dengan demikian, kebijakan pembatasan impor melalui e-commerce tampaknya telah menyimpang dari tujuan 
awalnya, yaitu menciptakan ekosistem e-commerce yang sehat dan memberdayakan UMKM. Kebijakan ini bahkan 
menutup peluang bagi UMKM yang selama ini bergantung pada pasokan dari luar negeri, serta perusahaan 
e-commerce asing yang terlibat dalam transaksi lintas negara. Selain itu, manfaat kebijakan ini belum terasa 
secara signifikan oleh UMKM domestik, sementara dampak negatifnya sudah mulai terlihat, seperti terbatasnya 
akses UMKM terhadap pasokan bahan baku luar negeri yang lebih murah. Bahkan, seperti halnya kebijakan 
pembatasan impor pada umumnya, kebijakan ini berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif bagi konsumen, 
UMKM, dan pemerintah (Patunru & Rahardja, 2015).

Hambatan Impor Melalui E-commerce dan
Dampak Negatifnya
Pembatasan impor bisa merugikan UMKM karena membatasi peluang untuk berinovasi, seperti meningkatkan 
kualitas produk, efisiensi biaya, dan mengadopsi teknologi baru (Canare & Francisco, 2021). Inovasi sering kali muncul 
sebagai respon terhadap persaingan dan keinginan untuk mempelajari fitur-fitur produk asing yang telah terbukti 
sukses. Melalui persaingan dengan produk impor, pengusaha lokal dapat mengukur diri dengan standar pasar global, 
mengidentifikasi kelemahan dalam produk mereka, serta menerapkan inovasi yang dipelajari dari fitur-fitur unggul 
produk impor. Seker, Rodriguez-Delgado, dan Ulu (2018) menyatakan bahwa dengan mempelajari fitur-fitur unggul 
dari produk impor, UMKM dapat meningkatkan kualitas produk dan menekan biaya bisnis secara signifikan. Dengan 
peningkatan efisiensi dan kualitas produk ini, UMKM akan lebih mudah bersaing, baik di pasar lokal maupun global. 

Dampak negatif dari pembatasan impor ini akan sangat terasa bagi UMKM yang berperan sebagai reseller, 
karena pasokan barang impor mereka akan dibatasi. Sama halnya dengan distributor, reseller membeli barang 
bukan untuk dikonsumsi secara langsung, melainkan untuk dijual kembali. Namun, berbeda dengan distributor 
yang memperoleh pasokan langsung dari produsen, reseller cenderung memperoleh pasokan melalui perantara 
lainnya. Proporsi reseller ini cukup besar, mencakup 85% dari total pedagang e-commerce di Indonesia (Tay & 
Wintels, 2023), sehingga pembatasan pasokan dapat berdampak serius pada aktivitas ekonomi digital di Indonesia. 
Para reseller berpotensi kehilangan pelanggan tetap mereka karena terpaksa harus mengambil pasokan dari 
dalam negeri dengan harga yang lebih mahal dan kualitas yang lebih rendah dari biasanya. Kelangsungan bisnis 
para reseller ini perlu dipertimbangkan, karena meskipun mereka tidak memproduksi barang sendiri, mereka 
tetap memberikan kontribusi besar terhadap lapangan kerja dan PDB di Indonesia.

Sama halnya dengan kebijakan pembatasan impor lainnya, kebijakan ini akan membatasi akses konsumen 
terhadap produk asing. Ini berarti bahwa konsumen akan kehilangan kesempatan untuk menikmati beragam 
produk dengan harga yang lebih kompetitif, yang sering kali ditawarkan oleh produk impor (Takahashi, 2021; 
Francois et al., 2014). Konsumen yang terdampak mungkin akan mengalihkan perhatiannya ke produk lokal 
yang dijual di platform e-commerce domestik. Namun, produk-produk yang ditawarkan akan lebih terbatas, lebih 
mahal, dan mungkin kualitasnya lebih rendah, yang dapat mengurangi minat belanja konsumen. Dalam hal ini, 
meskipun para konsumen mungkin akan lebih sering mengunjungi toko online di platform e-commerce lokal, 
tidak berarti mereka akan membeli produk-produk yang ditawarkan (Wawancara 1).
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Konsumen mungkin juga mencari saluran impor alternatif lain ketika jalur yang biasa mereka gunakan ditutup 
oleh pemerintah. Salah satu alternatif yang muncul belakangan ini adalah melalui jasa titip (selanjutnya disingkat 
jastip), di mana penjual melakukan perjalanan ke negara tujuan, membeli barang sesuai permintaan konsumen, 
dan mengirimkannya kembali ke Indonesia melalui kargo atau metode pengiriman lainnya (Wawancara 2). Melalui 
jastip penjual biasanya membebankan biaya tambahan kepada konsumen untuk menutupi biaya operasional 
seperti biaya perjalanan, penyimpanan barang, dan pengiriman selama di Indonesia. Jika penjual jastip 
membayar persyaratan-persyaratan pabean saat tiba di Indonesia dan membayar bea masuk, harga barang yang 
ditawarkan kepada konsumen akan menjadi semakin tinggi (Revindo, Siregar, & Yuliana, 2024). Barang yang dibeli 
seharga Rp100.000 di negara asal bisa dijual kembali di Indonesia seharga Rp200.000 atau lebih (Wawancara 
2). Hal ini menunjukkan bahwa penutupan jalur impor melalui e-commerce tidak serta merta mengurangi impor 
secara keseluruhan. Sebaliknya, impor tetap akan terjadi melalui jalur lain, yang justru menyebabkan konsumen 
membayar dengan harga yang lebih mahal.

Pengetatan regulasi untuk mengendalikan impor juga dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan bagi 
pemerintah, seperti meningkatnya impor ilegal (Ramahdani et al., 2019). Fenomena ini sering terjadi ketika 
produk yang dicari tidak tersedia di dalam negeri atau harganya jauh lebih tinggi dibandingkan produk impor 
(Economist Impact, 2022). Meningkatnya kasus impor ilegal menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, karena 
harus menambah alokasi sumber daya untuk memantau dan menindak aktivitas ilegal ini. Sebagai contoh, pada 
awal 2024, pemerintah melakukan beberapa kali amandemen pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/2023 
untuk mengatasi isu jastip ilegal (Sukmawijaya, 2024). Selain itu, pada 18 Juli 2024, Kementerian Perdagangan 
membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawasi barang impor ilegal dan menangani masalah-masalah yang 
muncul dari praktik impor ilegal tersebut (Kementerian Perdagangan, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa niat 
pemerintah membatasi jalur resmi impor justru dapat memicu impor ilegal, yang akhirnya menimbulkan lebih 
banyak masalah bagi pemerintah.

Pada tingkat regional, kebijakan pembatasan impor juga dapat berdampak pada inisiatif pemerintah di masa 
depan terkait ekonomi digital. Pembatasan impor melalui e-commerce, terutama untuk barang berharga rendah, 
dapat menghambat upaya Indonesia dan ASEAN dalam mempercepat negosiasi Perjanjian Kerangka Ekonomi 
Digital ASEAN (ASEAN Digital Economy Framework Agreement/DEFA). Padahal DEFA ini diharapkan menjadi 
Perjanjian Ekonomi Digital (Digital Economy Agreement/DEA) pertama yang akan mengikat seluruh negara 
anggota di ASEAN (Hasran & Tausiah, 2024). Negara-negara ASEAN telah berkomitmen untuk menyelesaikan 
negosiasi DEFA pada 2025 (Sefrina, 2023), di mana salah satu komponen utamanya adalah perdagangan 
e-commerce lintas negara. Dalam negosiasi tersebut, seluruh negara ASEAN diharapkan menghapus regulasi 
yang berpotensi membatasi transaksi lintas negara tersebut. Kebijakan pembatasan impor untuk barang jadi 
bernilai hingga USD 100 per unit melalui e-commerce bertentangan dengan esensi kebebasan ekonomi digital. 
Larangan ini juga berpotensi mencegah DEFA menjadi sebuah perjanjian yang memiliki komitmen kuat dan 
mengikat terkait e-commerce lintas negara (Hasran & Tausiah, 2024).

Alternatif Kebijakan untuk Memastikan 
Persaingan Usaha yang Adil
Mengatasi Praktik Predatory Pricing dan Dumping 
Mengatasi praktik persaingan tidak sehat sangat penting untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua 
pelaku usaha, termasuk UMKM, agar dapat memperoleh manfaat dari adanya perdagangan domestik maupun 
internasional. Ketika praktik yang tidak sehat sudah dihilangkan, kesuksesan UMKM dalam memanfaatkan peluang 
dari adanya perdagangan sangat ditentukan oleh tingkat daya saing yang dimiliki. Pemerintah mengklaim bahwa 
predatory pricing adalah salah satu bentuk persaingan tidak sehat yang terjadi pada impor lintas negara melalui 
e-commerce. Praktik ini melibatkan penjualan produk di bawah biaya produksi untuk mendominasi pasar (Adam, 
2023). Meskipun demikian, klaim ini belum disertai bukti yang kuat. Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri 
Perdagangan No. 31/2023, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) belum mengkonfirmasi adanya praktik ini 
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1 Dumping adalah penjualan produk untuk ekspor dengan harga lebih rendah dari harga normal di pasar tempat produk tersebut diproduksi

di e-commerce lintas negara (Ika, 2023). Bahkan, PT Sinergi Karya Kharisma menyampaikan kepada Kementerian 
Perdagangan bahwa predatory pricing dalam e-commerce lintas negara sulit terjadi karena tingginya biaya logistik 
serta penggunaan sistem CISA 4.0 yang terhubung dengan kepabeanan (Mahkamah Agung Indonesia, 2023). 

Meskipun demikian, predatory pricing mungkin saja terjadi pada barang-barang yang masuk ke Indonesia melalui 
jalur selain e-commerce dan kemudian dijual di platform e-commerce lokal dengan harga yang lebih rendah. 
Dalam gugatan hukumnya, PT Sinergi Karya Kharisma menyatakan bahwa barang-barang tersebut lebih murah 
karena diimpor dengan harga yang tidak wajar. Biasanya, barang-barang ini dikirim menggunakan angkutan 
laut yang lebih murah dan tidak membayar pajak serta bea masuk (Mahkamah Agung Indonesia, 2023). Praktik 
predatory pricing pada produk seperti ini menjadi ancaman nyata bagi UMKM Indonesia dan memerlukan tindakan 
cepat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah sebaiknya menindak platform atau penjual yang terlibat dalam 
predatory pricing. Hal ini dapat dilakukan dengan langsung mengidentifikasi kasus predatory pricing di marketplace, 
tanpa harus menutup satu-satunya e-commerce lintas negara resmi yang berkontribusi pada pendapatan negara.

Predatory pricing juga dapat terjadi pada produk yang masuk ke Indonesia melalui praktik dumping1 (European 
Commission, 2006). Dalam skenario ini, pemerintah dapat menangani masalah ini melalui kebijakan antidumping. 
Bea masuk antidumping adalah pajak yang dikenakan pada barang impor sebagai kompensasi perbedaan antara 
harga dumping dan harga normal (European Commission, n.d.). Pendekatan ini dapat mencegah perusahaan 
asing menjual produknya di bawah harga pasar untuk menyingkirkan para pesaing lokal.

Panduan yang jelas mengenai antidumping telah ditetapkan, termasuk dalam Perjanjian Antidumping Organisasi 
Perdagangan Dunia (WTO, tak bertanggal) dan Peraturan Pemerintah No. 34/2011 di Indonesia (Kementerian 
Perdagangan, 2011). Peraturan Pemerintah ini memberikan kewenangan kepada Komite Anti Dumping Indonesia 
(KADI) untuk menyelidiki pengaduan praktik dumping dan merekomendasikan tindakan yang diperlukan untuk 
mengatasi masalah tersebut kepada Menteri Perdagangan. Meskipun kebijakan antidumping dapat membantu, 
penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati, yaitu melalui investigasi menyeluruh untuk memastikan bahwa 
memang terjadi praktik harga yang tidak wajar. Pemerintah juga harus mempertimbangkan dampak sosial-
ekonomi ketika menerapkan bea masuk antidumping, agar tidak merugikan konsumen, pelaku usaha, serta tidak 
mengganggu dinamika pasar.

Boks 1.
Cara Singapura Memastikan Persaingan Usaha yang Adil

Singapura telah membangun ekosistem yang sehat bagi e-commerce dan UMKMnya, dan memastikan 
UMKMnya mampu bersaing secara adil hingga ke pasar global. Ini dilakukan oleh Singapura melalui 
kebijakan yang memperlakukan penjual domestik dan asing secara setara. Di negara ini, penyedia 
jasa digital asing wajib mendaftar untuk Pajak Barang dan Jasa (Goods and Services Tax/GST) layaknya 
perusahaan lokal. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi UMKM lokal dari potensi kerugian akibat 
persaingan dengan pedagang dari luar negeri (ASEAN Briefing, 2023).

Pemerintah Singapura menangani predatory pricing melalui Komisi Persaingan dan Konsumen Singapura 
(Competition and Consumer Commission of Singapore/CCCS) yang merupakan badan pengawas yang 
berwenang atas penerapan hukum persaingan usaha. Pelaku usaha atau individu yang merasa menjadi 
korban predatory pricing dapat mengajukan keluhan kepada CCCS, kemudian komisi ini akan melakukan 
penilaian awal untuk menentukan apakah ada indikasi predatory pricing sehingga dibutuhkan investigasi 
yang lebih mendalam. Selama investigasi, CCCS mengumpulkan bukti seperti data harga, informasi pangsa 
pasar, dan catatan keuangan untuk menilai apakah praktik predatory pricing yang dilaporkan sesuai dengan 
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kriteria hukum terkait harga di bawah biaya produksi. Investigasi juga akan menilai apakah penentuan 
harga rendah tersebut memang ditujukan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain dari pasar.

CCCS menangani klaim predatory pricing dengan mengacu pada Undang-Undang Persaingan Usaha yang 
melarang praktik anti-persaingan yang dapat merusak pasar. Komisi ini akan menilai apakah strategi 
penetapan harga yang diterapkan merupakan sebuah usaha yang bertujuan untuk menyingkirkan pemain 
lain yang ada di pasar atau menghalangi pendatang baru untuk memasuki pasar kompetisi (CCCS, 2024). 
Jika ditetapkan terjadi pelanggaran, CCCS dapat memberikan sanksi dan meminta tindakan korektif dari 
perusahaan yang melanggar, seperti penyesuaian harga atau perubahan dalam praktik bisnis.

Singapura juga menerapkan tindakan antidumping untuk memastikan persaingan yang adil bagi sektor UMKM 
dan e-commerce. Sejalan dengan regulasi WTO, kebijakan antidumping Singapura mensyaratkan investigasi 
menyeluruh pada kasus praktik dumping. Keputusan investigasi akan dibuat dalam kurun waktu 12 hingga 
18 bulan sehingga bea antidumping tetap adil dan terbatas (Singapore Statutes Online, 2020). Strategi 
antidumping ini menjaga harga impor tetap kompetitif dan kondisi pasar domestik tetap menguntungkan 
sehingga berdampak positif bagi UMKM dan industri e-commerce yang sangat bergantung pada perdagangan 
lintas negara (HSU, 1998). Singapura menjadi contoh yang baik bagi negara lain yang ingin mendukung UMKM 
dan sektor e-commerce mereka melalui penerapan undang-undang antidumping yang efektif.

Meningkatkan Daya Saing UMKM
UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, tetapi daya saingnya masih perlu 
ditingkatkan (Efendi et al., 2020). Permasalahan ini terlihat jelas di pasar konvensional dan pasar ekonomi 
digitalnya dimana UMKM kesulitan bersaing dengan kompetitor dari luar negeri. Karena itu, penting untuk 
meningkatkan daya saing UMKM agar mereka dapat bersaing secara efektif di pasar global maupun domestik. 
Daya saing ini dapat didorong melalui faktor internal dan eksternal. Berbeda dengan faktor internal seperti pola 
pikir kewirausahaan yang tidak banyak berkaitan dengan kebijakan, faktor eksternal seperti akses permodalan, 
akses terhadap talenta digital, biaya usaha, dan sertifikasi produk memerlukan intervensi kebijakan dari berbagai 
pemangku kepentingan. 

Salah satu penyebab kurangnya daya saing UMKM Indonesia adalah biaya usaha yang tinggi, terutama dalam 
pengadaan bahan baku dan logistik. Tidak seperti perusahaan besar yang mampu melakukan impor besar-
besaran, UMKM kesulitan mendapatkan bahan baku dan barang setengah jadi dengan harga kompetitif, sehingga 
mereka lebih bergantung pada bahan dalam negeri yang harganya lebih mahal (Hasran & Gupta, 2023). Hambatan 
non-tarif, membatasi impor barang setengah jadi, mengakibatkan biaya dan volume produksi UMKM yang 
cenderung tidak efisien. 

Tingginya biaya usaha ini dapat diatasi dengan meningkatkan efisiensi logistik dan menghapus hambatan 
perdagangan. Peningkatan efisiensi logistik, seperti pengurangan biaya transportasi dan penyimpanan, dapat 
dicapai melalui peningkatan infrastruktur, penyederhanaan proses rantai pasok, dan eliminasi inefisiensi seperti 
pungutan liar di pelabuhan (PwC Indonesia, 2021). Selain itu, penurunan biaya usaha UMKM juga dapat melalui 
penghapusan hambatan untuk mengimpor barang dengan harga terjangkau. Hal ini karena hambatan impor 
telah membatasi akses UMKM untuk memperoleh bahan baku dengan harga kompetitif, sehingga meningkatkan 
biaya produksi, dan memaksa mereka untuk menetapkan harga jual yang lebih tinggi (Ti-Insight, 2023).

Sertifikasi produk juga menjadi komponen penting sebagai bukti yang menunjukkan kualitas produk yang dimiliki 
UMKM. Sertifikasi ini berfungsi sebagai tanda bahwa produk tersebut memenuhi standar kualitas dan keamanan 
tertentu. Walaupun demikian, rumitnya prosedur birokratis di Indonesia menghambat UMKM dalam memperoleh 

2 Sertifikasi produk meliputi sertifikasi Halal, Standar Nasional Indonesia (SNI), izin keamanan pangan (Sertifikat BPOM), dan sertifikasi Produk 
Industri Rumah Tangga (Sertifikat PIRT).
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sertifikasi produk2 yang diperlukan (Emerhub, 2023). Proses yang lama dan mahal membuat UMKM enggan 
mengurus pembuatan sertifikat, yang pada akhirnya mengurangi daya tarik pasar untuk produk mereka (Gandhi 
et al., 2021; Setiyadi, 2024). Akibatnya, ketika UMKM menawarkan produk dengan harga yang lebih tinggi tanpa 
jaminan kualitas yang diakui, daya saing mereka di pasar global maupun domestik akan berkurang secara signifikan.

Agar semakin banyak UMKM yang melakukan proses sertifikasi, BPOM, BSN, dan MUI perlu memastikan transparansi 
dan efisiensi dalam prosedur pengurusan sertifikasi produk-produk UMKM. Lembaga-lembaga tersebut juga perlu 
menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses tentang proses dan biaya, serta memastikan prosesnya 
sejalan dengan yang ditetapkan dalam peraturan lembaga maupun perundang-undangan. Mereka juga harus 
mengembangkan sistem registrasi yang lebih efisien, menyederhanakan proses administrasi, dan menawarkan 
bantuan teknis kepada UMKM. Dengan memungkinkan UMKM memperoleh bahan baku yang lebih murah dari luar 
negeri dan mendapatkan kemudahan sertifikasi, UMKM dapat meningkatkan daya saingnya secara keseluruhan.

Permodalan adalah faktor penting bagi UMKM untuk bisa berkembang, berinovasi, dan bersaing. Sayangnya, 
akses terbatas terhadap modal seringkali menjadi penghambat daya saing UMKM (UNCTAD, 2001). Di Indonesia, 
syarat dan ketentuan dari lembaga pembiayaan sering kali sulit dipenuhi oleh pemilik usaha kecil. Pinjaman 
komersial misalnya, membutuhkan agunan dan memiliki bunga yang tinggi, sehingga banyak UMKM yang enggan 
mengajukan pinjaman. Bahkan, skema KUR untuk pinjaman di atas Rp100 juta masih mensyaratkan administrasi 
dan agunan yang mirip dengan pinjaman komersial (IBC, 2024). Di sisi lain, alternatif pembiayaan seperti P2P 
lending memang lebih mudah diakses, tapi sering datang dengan bunga yang tinggi dan waktu pengembalian 
singkat, umumnya hanya 12 bulan (Tritto, He, & Junaedi, 2020). Modal ventura yang bisa memberikan pinjaman 
dalam jumlah besar juga lebih tertarik pada bisnis teknologi dengan potensi pertumbuhan tinggi (Allen & Gledhill, 
2024), serta beresiko bagi UMKM karena harus menyerahkan sebagian kepemilikan usahanya.

Berbagai program permodalan yang ada saat ini perlu terus dikembangkan dan lebih difokuskan untuk 
membantu UMKM naik kelas. Program seperti KUR Kecil dapat dikembangkan dengan meningkatkan batas 
pinjaman hingga di atas Rp100 juta tanpa membutuhkan jaminan tambahan. Hal ini dapat diwujudkan melalui 
penjaminan kredit yang didukung pemerintah atau kemitraan dengan korporasi. Kolaborasi antara bank, platform 
P2P lending, dan platform e-commerce juga dapat ditingkatkan untuk menyediakan pinjaman investasi yang lebih 
besar bagi pedagang online yang berkinerja tinggi, misalnya dengan menggunakan data performa bisnis mereka 
untuk mengurangi risiko gagal bayar (Panjinegara, Nadzri, & Yusuf, 2023). Sementara itu, pembiayaan ekuitas 
melalui modal swasta, modal ventura, atau angel investor yang masih jarang dimanfaatkan di Indonesia untuk 
pengembangan UMKM juga dapat dimanfaatkan dengan membangun ekosistem kewirausahaan yang kuat guna 
menarik investor yang membawa modal, keahlian, dan bimbingan strategis.

Cara lain untuk meningkatkan akses permodalan UMKM adalah dengan mempromosikan alat penilaian kredit baru 
yaitu Innovative Credit Scoring (ICS) dan meningkatkan literasi keuangan di kalangan UMKM. ICS adalah penilaian 
kredit non-tradisional yang menggunakan data digital (Wijaya, 2023) untuk menilai kelayakan kredit UMKM, 
terutama bagi mereka yang kurang atau tidak memiliki akses perbankan. Dengan begitu, lembaga keuangan 
dapat memperluas kredit ke lebih banyak UMKM, termasuk yang sebelumnya dianggap ‘tidak bankable’ atau 
kurang layak mendapatkan pinjaman. Hal terpenting lainnya adalah meningkatkan literasi keuangan di kalangan 
UMKM untuk membantu mereka memahami risiko dan manfaat pengembangan usaha melalui pinjaman dan 
permodalan. Di sini, regulator keuangan seperti OJK harus memastikan bahwa UMKM telah menerima informasi 
yang jelas sebelum mereka membuat keputusan keuangan (Panjinegara, Nadzri, & Yusuf, 2023).

Agar bisa bersaing di era digital, UMKM juga perlu memiliki talenta digital—pekerja dengan keterampilan dan 
literasi digital yang baik. Namun, mencari talenta seperti ini bukanlah hal mudah karena Indonesia diperkirakan 
akan kekurangan 9 juta talenta digital pada tahun 2030 (Zahra, 2023). Artinya, sekitar 600.000 talenta digital 
baru perlu diciptakan setiap tahun untuk memenuhi permintaan. Kelangkaan ini membuat persaingan menjadi 
semakin ketat, terutama karena perusahaan besar mampu menawarkan gaji yang lebih tinggi. Akibatnya, UMKM 
sering kesulitan menarik talenta digital yang mereka butuhkan untuk berkembang. Hal ini pun berdampak pada 
terbatasnya kemampuan UMKM untuk memanfaatkan ekonomi digital dan meningkatkan daya saing mereka. 
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Untuk mengembangkan UMKM di Indonesia, peningkatan talenta digital perlu dilakukan melalui kolaborasi 
antara berbagai pemangku kepentingan dalam menyediakan pelatihan yang relevan. Lembaga pendidikan harus 
memasukkan keterampilan digital dasar dalam kurikulum formal dan menciptakan kurikulum TIK yang sesuai 
dengan perkembangan zaman. Mereka juga bisa bekerja sama dengan sektor swasta agar materi yang diajarkan 
tetap relevan dengan kebutuhan industri yang terus berubah. Penyedia pelatihan kejuruan pun perlu menyesuaikan 
program mereka dengan kebutuhan spesifik UMKM, menggunakan metode yang lebih dinamis, seperti mentoring, 
coaching, dan gamifikasi, daripada pembelajaran tradisional yang berbasis instruksi (SMERU, 2022). Selain itu, 
pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan harus bersinergi untuk menciptakan platform pelatihan 
keterampilan digital yang gratis dan mudah diakses. Pendekatan holistik ini akan membantu UMKM mempersiapkan 
diri untuk sukses di pasar digital dengan meningkatkan keterampilan digital mereka secara signifikan.

Boks 2.
Cara Malaysia Meningkatkan Daya Saing UMKM

Untuk meningkatkan akses permodalan bagi UMKM, Malaysia menerapkan Fasilitas Usaha Mikro (Micro 
Enterprises Facility/MEF) yang menyediakan pinjaman tanpa agunan hingga RM50.000 bagi setiap usaha 
mikro atau wirausaha, dengan masa pinjaman hingga lima tahun. Usaha mikro yang memenuhi kriteria 
Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional (National Economic and Social Development Council/
NESDC), termasuk pekerja mandiri dan pekerja lepas di platform digital, dapat memanfaatkan pinjaman 
ini untuk keperluan belanja modal dan modal kerja (Bank Negara Malaysia, 2024). Selain fasilitas tersebut, 
Bank Negara Malaysia juga menawarkan sejumlah skema lain bagi UMKM yang fokus pada digitalisasi, 
seperti Fasilitas Otomatisasi dan Digitalisasi UKM (SME Automation and Digitalisation Facility/ADF), 
Fasilitas Rekapitalisasi Bisnis (Business Recapitalisation Facility/BRF), Fasilitas Seluruh Sektor Ekonomi 
(All Economic Sectors Facility/AES), berbagai skema pembiayaan UMKM, serta Skema Jaminan Kredit dari 
Credit Guarantee Corporation (CGC) (OCBC, 2014).

Untuk mengurangi biaya operasional UMKM, pemerintah Malaysia memperkenalkan Rencana Induk Fasilitas 
Logistik dan Perdagangan 2015-2020 yang berfungsi sebagai kerangka kerja strategis dalam mengatasi 
hambatan dalam sektor logistik. Rencana ini bertujuan untuk menjadikan Malaysia sebagai pemain regional 
dalam jangka menengah, mengingat sektor logistik memiliki peran vital dalam mendukung seluruh sektor 
ekonomi, memfasilitasi perdagangan, mengurangi biaya bisnis, serta meningkatkan produktivitas dan 
efisiensi (Kementerian Transportasi Malaysia, 2015). Inisiatif ini didukung oleh Kebijakan Transportasi 
Nasional 2019-2030 yang bertujuan untuk mendorong kelancaran pergerakan barang dan penumpang 
sambil menurunkan biaya operasional bagi sektor swasta (Kementerian Transportasi Malaysia, 2019). 
Melalui beberapa kebijakan ini, biaya logistik Malaysia berhasil ditekan menjadi 13% dari PDB-nya.

Pemerintah Malaysia juga menugaskan Standards and Industrial Research Institute of Malaysia (SIRIM) 
untuk mengelola kepatuhan produk terhadap standar internasional sebagai bagian dari upaya standardisasi 
produk UMKM dalam negerinya. SIRIM menyediakan sertifikasi dan subsidi yang dapat membantu usaha 
kecil dan menengah (UKM) mengurangi biaya yang biasanya dikeluarkan untuk mengekspor produk 
mereka (Jadesea, 2024; Saad & Yacob, 2022).
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Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 31/2023 untuk 

membatasi impor melalui platform e-commerce dengan tujuan untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang 

adil dan sehat, serta mendukung pemberdayaan UMKM. Hal ini terjadi karena pemerintah menilai impor melalui 

e-commerce telah menyebabkan praktik predatory pricing yang mengancam kelangsungan UMKM. Namun, data 

e-commerce menunjukkan bahwa perdagangan lintas negara hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan 

transaksi e-commerce. Selain itu, manfaatnya bagi UMKM dalam negeri belum jelas, sedangkan dampak negatif 

pada beberapa UMKM telah menunjukkan bahwa regulasi ini telah melenceng dari tujuan awalnya.

Daripada menutup jalur resmi bagi UMKM untuk berpartisipasi dalam perdagangan lintas negara, akan lebih 

baik bagi pemerintah untuk mengatasi praktik persaingan usaha yang tidak sehat . Dalam lingkungan bisnis yang 

adil, daya saing UMKM akan sangat menentukan keberhasilan mereka dalam mengambil manfaat dari adanya 

perdagangan domestik maupun internasional. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan 

untuk memastikan persaingan sehat dan meningkatkan daya saing UMKM:

Pertama, agar tercipta persaingan usaha yang sehat, Kementerian Perdagangan dan Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (KPPU) harus memeriksa barang-barang apa saja yang terlibat dalam praktik predatory 

pricing secara kasus per kasus, dan tidak mengambil tindakan sama rata terhadap seluruh kegiatan impor. Jika 

ditemukan barang yang masuk ke Indonesia tanpa melalui e-commerce lintas negara, tindakan harus diambil 

terhadap platform atau penjual yang terlibat. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengidentifikasi langsung praktik 

predatory pricing di marketplace dan bukan dengan menutup jalur resmi e-commerce lintas negara yang telah 

berkontribusi terhadap pendapatan negara.

Kedua, Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa perlu mempertimbangkan 

pencabutan larangan impor melalui e-commerce karena pembatasan ini justru menghambat inovasi dan 

mengurangi persaingan, bukannya mendukung pertumbuhan UMKM. Hal ini pada akhirnya akan merugikan 

konsumen yang mungkin akan mencari alternatif melalui jalur ilegal. Akibatnya, harga dan risiko keamanan bagi 

konsumen akan meningkat, serta memunculkan tantangan baru dari sisi regulasi untuk mengatasi impor ilegal.

Ketiga, para pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk meningkatkan daya saing UMKM. Hal ini meliputi 

penurunan biaya usaha, penyederhanaan proses sertifikasi produk, serta mendorong perluasan akses terhadap 

permodalan dan talenta digital.

•	 Penurunan biaya usaha: Kementerian Koperasi dan UMKM (KemenKop UKM) perlu mendorong perdagangan yang 

lebih terbuka agar UMKM dapat memperoleh bahan baku dan bahan setengah jadi dengan biaya lebih rendah.

•	 Penyederhanaan Proses Sertifikasi Produk: MUI, BPOM, dan BSN perlu mendorong proses aplikasi 

sertifikasi produk yang lebih transparan dan efisien serta memastikan biaya dan waktu pengurusan sesuai 

dengan ketentuan regulasi.

•	 Perluasan Akses Permodalan: Program-program yang sudah ada perlu diperluas untuk lebih fokus pada 

pembiayaan UMKM naik kelas. KemenKop UKM dan Kemenko Perekonomian diharapkan dapat menaikkan 

batas kredit KUR hingga di atas Rp100 juta tanpa agunan untuk membantu UMKM mendapatkan modal 

yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya. Platform P2P lending juga dapat menawarkan pinjaman 

investasi lebih besar untuk UMKM berperforma tinggi dengan memanfaatkan data performa bisnis untuk 

menghindari persyaratan agunan yang memberatkan. Penilaian kredit melalui implementasi ICS juga perlu 

mendukung program-program ini untuk memastikan penilaian kredit yang lebih baik dan akurat.

•	 Peningkatan Akses ke Talenta Digital: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu menyesuaikan 

kurikulum sekolah dengan kebutuhan industri UMKM digital. Di sini, lembaga pendidikan formal, khususnya 

SMA dan universitas, dapat menjalin kemitraan dengan sektor swasta. Para pemangku kepentingan juga 

perlu berkolaborasi untuk menyediakan materi pelatihan yang dapat diakses publik melalui portal online. 

Kolaborasi ini dapat mengonsolidasikan seluruh program yang saat ini tersedia bagi UMKM, baik dari 

pemerintah pusat dan daerah, BUMN, sektor swasta, institusi pendidikan, maupun organisasi non-profit.
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